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 P U T U S A N 

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

 Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili 

perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah 

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara: 

Pembanding, tempat/tanggal lahir Brebes 27 Januari 1991, (umur 31 tahun) 

agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan wiraswasta, tempat 

kediaman di Kota Tangerang Selatan (kontrakan Ibu Hj. 

Atikah), semula sebagai Termohon sekarang sebagai 

Pembanding; 

                                                          melawan 

Pembanding, tempat/tanggal lahir Brebes 17 Juli 1991, (umur 31 tahun), 

agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat 

kediaman di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, berdasarkan 

surat kuasa khusus tertanggal 9 Februari 2022 telah 

memberikan kuasa kepada Idrus Umar, S.H., Susan 

Purnamasari, S.H. dan Hendry, S.H., advokat dari kantor 

hukum Idrus Umar & Partners, beralamat di Jl. KSR Dadi 

Kusmayadi No. 36 Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan 

alamat elektronik pada idrusumarpartner@gmail.com, 

semula sebagai Pemohon sekarang sebagai Terbanding; 

 

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; 

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan 

perkara tersebut; 

SALINAN 

mailto:idrusumarpartner@gmail.com
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DUDUK PERKARA 

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam  Putusan 

Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, tanggal  

08 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriyah 

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:   

DALAM KONVENSI 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan 

Agama Cibinong; 

DALAM REKONVENSI 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan 

kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) nafkah selama masa 

iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), nafkah 

madhiyah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan mut’ah 

berupa berupa emas 24 karat seberat 10 (sepuluh) gram atau dengan 

uang senilai Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayarkan 

sekaligus pada sidang ikrar talak; 

3. Menetapkan anak yang bernama (Anak pertama Pembanding dan 

Terbanding), lahir di Brebes tanggal 29 Januari 2018, dan (Anak kedua 

Pembanding dan Terbanding), lahir di Tangerang Selatan tanggal 14 

Desember 2019, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan 

Penggugat Rekonvensi (Pembanding) selaku ibu kandungnya; 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan 

nafkah dua orang anak sebagaimana pada poin 3 sebesar Rp 

3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan 

kesehatan sampai kedua anak Penggugat dan Tergugat Rekonvensi 

tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh 

persen) setiap tahun; 
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5. Menyatakan satu unit sepeda motor Honda Supra 125 CC Tahun 2018 

warna hitam Nopol F Nopol FDC atas nama Erna menjadi bagian 

Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dan satu unit sepeda motor Honda 

Scoopy 110 CC Tahun 2017 warna coklat hitam Nomor Polisi G Nopol 

BCG atas nama Wardi menjadi bagian Penggugat Rekonvensi 

(Pembanding); 

6. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk biaya 

perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah); 

 

Bahwa pada saat pengucapan putusan,  Pemohon dan Termohon 

hadir, terhadap putusan tersebut Termohon keberatan dan mengajukan 

permohonan banding  pada tanggal 21 Juli 2022 termuat dalam Akta 

Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn yang dibuat oleh 

Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong  dan selanjutnya permohonan 

banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon/Terbanding pada tanggal 

21 Juli  2022; 

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 21 

Juli  2022  yang diterima oleh Plh. Panitera Pengadilan Agama Cibinong 

pada tanggal 21 Juli  2022 dan selanjutnya memori banding tersebut telah 

diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama 

Brebes pada tanggal 25 Juli 2022; 

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa  Berkas Perkara Banding 

(Inzage) Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 15 Agustus  2022, 

bahwa Pembanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara  

(inzage) dan Pembanding telah datang  untuk memeriksa berkas perkara  

(inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama 

Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 19 Agustus  2022; 
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Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa  Berkas Perkara Banding 

(Inzage) kepada Terbanding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 

19 Agustus  2022, bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa 

berkas perkara  (inzage) dan ternyata Terbanding tidak datang  untuk 

memeriksa berkas perkara  (inzage) berdasarkan Surat Keterangan Panitera 

Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 

18 Agustus  2022; 

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftar       

di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal  7 

September  2022 dengan perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan 

surat Nomor W10-A/2416/HK.05/VII/2022 tanggal7 September 2022 yang 

tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan  Terbanding, untuk 

selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai judex factie pada  Tingkat 

Banding akan memeriksa dan mempertimbangkan serta mengadili ulang 

perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;  

                          PERTIMBANGAN HUKUM   

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan permohonan 

banding pada tanggal 21 Juli  2022 terhadap putusan Pengadilan Agama 

Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn,  tanggal 8 Juli 2022 Masehi, 

bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443  Hijriyah, pada saat diucapkan 

putusan tersebut Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dengan 

demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang 

waktu banding yaitu pada hari ke 13 dari 14 hari waktu banding sesuai 

dengan tata cara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan; 

  Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Termohon dalam 

putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn, 

tanggal 8  Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443  

Hijriyah, maka pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat 
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banding adalah pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, sehingga pihak 

dalam perkara ini memiliki kapasitas sebagai persona standi in judicio dalam 

perkara a quo sebagaimana ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah 

dengan Undang-Undang  Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua 

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;  

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 

permohonan banding Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, 

dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa; 

           Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding 

terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong a quo sebagaimana diuraikan 

dalam memori banding tertanggal 21 Juli 2022 pada pokoknya Pembanding 

mohon Majelis Hakim Tingkat Banding untuk mempertimbangkan bukti yang 

diajukan pada tingkat banding berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisi 

bukti rekaman suara Terbanding, saksi NAMA SAKSI dan paman 

Pembanding pada bulan November 2021 serta video facebook stok 

dagangan Terbanding;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang 

perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan 

dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk diperiksa, 

dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini, 

meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori 

banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955; 

       Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai 

Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan 

seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat 

banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cibinong  

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn  tanggal 8 Juli  2022 Masehi 
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bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriyah, selanjutnya akan 

memberikan pertimbangan sebagai berikut: 

 

Dalam Konvensi            

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak 

terhadap Termohon dan ternyata Pengadilan Agama Cibinong telah berusaha 

mendamaikan kedua belah pihak secara langsung oleh Majelis Hakim 

Pengadilan Agama Cibinong namun tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim 

Tingkat Pertama telah menunjuk H. Mumu, S.H., M.H. sebagai mediator dan 

telah disepakati oleh para pihak berperkara sebagaimana petunjuk Peraturan 

Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, akan tetapi 

berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Maret 2022 bahwa penyelesaian  

perkara melalui prosedur mediasi dinyatakan tidak berhasil,. oleh karenanya 

Majelis Hakim  Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya 

damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 39 

ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 

31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,  Pasal 130 ayat (1) 

HIR  jo.  Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Prosedur Pelaksanaan Mediasi di Pengadilan, oleh karenanya proses 

penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan; 

            Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah 

mengabulkan permohonan cerai talak a quo dengan memberi ijin kepada 

Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon dan 

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang sudah 

dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama 

sebagaimana terurai pada putusan halaman 41 - 44 karena dinilai sudah 

tepat dan benar sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan bahwa dengan 

kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka sudah 
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termasuk rumah tangga yang pecah (broken marriage) sebagaimana diatur 

pada SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 

2013 angka 4, oleh karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama patut 

untuk dikuatkan; 

 

 

 Dalam Rekonvensi 

          Menimbang, bahwa  Termohon dalam jawabannya telah mengajukan 

gugatan rekonvensi berupa: 

-  Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta 

rupiah); 

-   Mut’ah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); 

-  Nafkah madhiah/lampau selama 12 bulan sejumlah Rp72.000.000,00 

(tujuh puluh dua juta rupiah); 

-  Hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang anak nama (Anak pertama 

Pembanding dan Terbanding) lahir tanggal 29 Januari 2018 dan (Anak 

kedua Pembanding dan Terbanding) lahir tanggal 14 Desember 2019 

berada dalam asuhan Termohon; 

-  Nafkah untuk 2 orang anak sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) perbulan; 

-   Menuntut  pembagian harta bersama berupa 1 (satu) unit rumah terletak di 

Jalan Platina 2 Perumahan Villa Permata Serpong Blok C 36 Kelurahan 

Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor diatas tanah luas 60 

x 30 M sebagaimana diuraikan dalam jawaban Termohon; 

-  Menuntut harta bersama berupa 2 sepeda motor Honda Supra Nomor 

Polisi F Nopol FDC dan motor Honda Scoopy Nomor Polisi G Nopol BCG; 

- Menuntut pembagian harta bersama berupa tabungan sejumlah 

Rp88.295.357,44 (delapan puluh delapan juta dua ratus Sembilan puluh 

lima ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah); 

-    Mohon diletakkan sita marital pada obyek rumah dan tanah; 

            Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori 

bandingnya mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding untuk 



 
 

Halaman 8 dari 14  halaman  Put. No.<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg 

 
 

mempertimbangkan bukti yang dilampirkan dalam memori banding berupa 

flashdick tanpa ada permintaan apapun dengan bukti tersebut, dalam hal ini 

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pemeriksaan dalam tingkat 

banding hanya mengadili ulang apa yang sudah dipertimbangkan dan 

diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama termasuk penilaian alat-alat 

bukti yang diajukan para pihak sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang 

Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, disamping itu 

juga untuk menjaga azas persamaan dihadapan hukum (equality of the law), 

yakni Terbanding juga berhak menanggapi alat bukti a quo dan berhak juga 

mengajukan bukti bantahan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding 

mengesampingkan alat bukti yang diajukan oleh Pembanding tersebut; 

            Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah selama masa iddah 3 

(tiga) bulan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama 

sebagaimana terurai pada putusan halaman 45 - 47 dan Majelis Hakim 

Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan a quo karena dinilai 

sudah tepat dan benar sehingga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Banding, namun perlu menambah pertimbangan bahwa 

sesuai ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam suami yang 

menceraikan isterinya wajib memberi nafkah iddah kepada mantan isterinya 

yang tidak nusyuz, begitu juga berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum 

Islam menentukan isteri yang tidak nusyuz berhak mendapat nafkah iddah 

dari mantan suaminya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat 

Termohon berbuat nusyuz sebagaimana Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam, 

oleh karena itu pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama 

dalam perkara a quo patut untuk dikuatkan; 

            Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi tentang mut’ah telah 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana 

tercantum pada putusan halaman 48 dan 49 dan Majelis Hakim Tingkat 

Banding sependapat dengan pertimbangan gugatan a quo karena sudah 

tepat dan benar, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat 

dengan wujud mut’ah yang terdiri 2 (dua) alternatif, yaitu berupa emas 24 

karat seberat 10 (sepuluh) gram atau berupa uang Rp10.000.000,00 
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(sepuluh juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lebih 

mudah dan fleksibel apabila wujud mut’ah itu berupa uang Rp10.000.000,00 

(sepuluh juta rupiah); 

Menimbang, bahwa tentang gugatan nafkah madhiyah/nafkah lampau 

sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana 

terurai pada putusan halaman 47 dan 48, dalam gugatan a quo pada 

prinsipnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan keputusan 

Pembanding berhak mendapat nafkah madhiyah dari Terbanding sejumlah 

Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun tidak sependapat dengan 

pertimbangannya yang menetapkan nafkah yang dikirim oleh Terbanding 

difokuskan hanya untuk anaknya, padahal berdasarkan bukti P.3 kiriman 

uang itu sejak bulan Agustus 2021 sampai bulan Februari 2022 jumlahnya 

Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) 

dialamatkan kepada Pembanding, otomatis Pembanding juga ikut menikmati 

uang kiriman dari Terbanding tersebut, oleh karena itu nilai nafkah lampau        

a quo dinilai sudah tepat dan wajar sehingga patut untuk dikuatkan;  

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah 

mempertimbangkan tentang kewajiban Terbanding untuk melaksanakan 

kewajiban membayar nafkah iddah, mut’ah dan nafkah lampau sebelum ikrar 

talak dilaksanakan, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah 

dasar hukum kewajiban a quo yakni berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 

2017 angka 1 dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 

Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan Dengan 

Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca 

perceraian; 

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah terhadap 2 (dua) orang 

anak sebagaimana yang disampaikan oleh Pembanding telah 

dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan 

benar sebagaimana tercantum pada putusan halaman 50 dan 51, sehingga 

diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun 

dipandang perlu untuk melengkapinya dengan pertimbangan Pembanding 
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berkewajiban memberi akses kepada Terbanding untuk mencurahkan kasih 

sayang kepada anak-anaknya dan apabila tidak melaksanakan kewajibannya 

maka pihak Terbanding mempunyai alasan untuk mencabut hak 

hadhanahnya sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 4; 

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah anak yang ada dalam 

hadhanah Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat 

Pertama dengan tepat dan benar sebagaimana tercantum pada putusan 

halaman 51- 53, sehingga patut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis 

Hakim Tingkat Banding, oleh karena itu patut untuk dikuatkan; 

Menimbang, bahwa gugatan harta bersama agar dibagi dua sama 

besar baik berupa 1 (satu) unit rumah di atas tanah ukuran 60 x 30 meter di 

Kelurahan Curug, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, maupun 2 

(dua) buah sepeda motor Honda Supra Nomor Polisi F Nopol FDC dan motor 

Honda Scopy Nomor Polisi G Nopol BCG, harta bersama berupa tabungan 

Rp88.295.357,44 (delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh lima 

ribu tiga ratus lima puluh tujuh koma empat puluh empat rupiah) dan mohon 

sita marital terhadap obyek 1 (satu) unit rumah sebagaimana tersebut di 

atas, semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama 

dengan tepat dan benar sebagaimana terurai pada putusan halaman 53 

sampai halaman 56, oleh karena itu diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat 

Banding sebagai pertimbangan sendiri, sehingga patut untuk dikuatkan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, 

maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan 

Agama Cibinong Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn tanggal 8 Juli 2022 

Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah patut untuk 

dikuatkan dengan perbaikan amar putusan; 

Dalam Konvensi dan Rekonvensi 

           Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, 

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 

Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 

3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor  50 
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Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada 

Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;  

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

I. Menerima permohonan banding Pembanding; 

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 

<No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cbn  tanggal 8 Juli 2022 Masehi,  bertepatan 

dengan tanggal 8 Dzulhijjah 1443 Hijriah dengan perbaikan amar putusan 

sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut: 

Dalam Konvensi 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan 

talak satu raj’i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang 

Pengadilan Agama Cibinong;  

Dalam Rekonvensi 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian; 

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan 

kepada Penggugat Rekonvensi (Pembanding) nafkah selama masa 

iddah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), 

nafkah madhiyah sebesar   Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) 

dan mut’ah  berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan; 

3. Menetapkan anak yang bernama (Anak pertama Pembanding dan 

Terbanding), lahir di Brebes, tanggal 29 Januari 2018 dan (Anak 

kedua Pembanding dan Terbanding), lahir di Tangerang Selatan 

tanggal 14 Desember 2019, berada di bawah pengasuhan dan 

pemeliharaan Penggugat Rekonvensi (Pembanding) selaku ibu 
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kandungnya dan berkewajiban memberi akses kepada Tergugat 

Rekonvensi untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak-anaknya; 

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (Terbanding) untuk memberikan 

nafkah dua orang anak sebagaimana pada poin 3 sebesar 

Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya 

pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak Penggugat dan 

Tergugat Rekonvensi tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 

sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahun; 

5. Menyatakan satu unit sepeda motor Honda Supra 125 CC Tahun 

2018 warna hitam Nopol F Nopol FDC atas nama Erna menjadi 

bagian Tergugat Rekonvensi (Terbanding) dan satu unit sepeda 

motor Honda Scoopy 110 CC Tahun 2017 warna coklat hitam Nomor 

Polisi G Nopol BCG atas nama Wardi menjadi bagian Penggugat 

Rekonvensi (Pembanding); 

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya; 

7. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi selainnya tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijke verklaard); 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk biaya 

perkara sejumlah Rp 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu 

rupiah); 

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara 

pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (serratus lima puluh ribu 

rupiah); 

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung hari Rabu, tanggal 21 September 2022 

Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  24 Shafar 1444  Hijriyah,   oleh  kami  

Drs. H. Ma’mur, M. H.  sebagai  Hakim Ketua, Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. 

dan Yusuf Effendi, S. H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota yang 
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ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 7 September 2022 

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan 

putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut  pada hari itu juga  

dalam sidang  terbuka untuk umum  dengan didampingi para Hakim Anggota  

tersebut  dan  dibantu  Setya Rini, S. H. sebagai Panitera Pengganti dengan 

tidak dihadiri para pihak yang berperkara;  

 

Ketua Majelis  

 

 ttd 

 

  Drs. H. Ma’mur, M.H. 

 

      Hakim Anggota                                               Hakim Anggota 

     ttd   ttd 

                                  

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.                             Yusuf Efendi, S.H. 

 

                                          Panitera Pengganti 

 

ttd 

                                             Setya Rini,  S.H. 
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Biaya Perkara: 

1. Biaya Proses  : Rp130.000,00 

2. Redaksi : Rp  10.000,00 

3. Materai : Rp  10.000,00 

Jumlah :  Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) 

 

Untuk salinan sesuai dengan aslinya 

Pengadilan Tinggi Agama Bandung 

Panitera, 

 

 

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


